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Abstrack: The purpose of this research is to provide knowledge about the security of
cryptocurrency and the laws that protect it in Indonesia. In addition, it is also an insight to be
aware of fraud. This research takes a normative and statutory juridical method approach
through some literature related to the problem of this research by understanding the laws that
have been collected. Tokocrypto is a trading and investment platform where the process is
based on agreements and regulations submitted by Tokocrypto. Regarding safety issues and
customer protection, it has been explained in BAPPETI No. 11 of 2022 (Determination of the
Crypto Asset Trading List on the Crypto Asset Physical Market), Regulations, Bappebti
Regulation No. 2 of 2019 concerning the Implementation of the Commodity Physical Market
on the Futures Exchange, Bappebti Regulation No. 5 of 2019 concerning Technical Provisions
for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on the Futures Exchange.
Tokocrypto assets are officially processed by parties who work and cooperate with Treasury
with the permission of BAPPETI No. 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 dated November 18.
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan bagaiaman keamanan
cryptocurrency dan hukum-hukum yang melindunginya di Indonesia. Selain itu juga sebagai
wawasan untuk waspada akan adanyaa penipuan. Penelitian ini mengambil metode pendekatan
metode yuridis normatif dan perundang-undangan melalui beberapa literature yang berkaitan
dengan masalah dari penelitian ini dengan cara pemahaman hukum yang telah dikumpulkan.
Tokocrypto adalah sebuah platform perdagangan dan investasi yang mana prosesnya berdasar
pada perjanjian dan peraturan yang diajukan oleh Tokocrypto. Terkait masalah kemannan dan
perlindungan pelanggan sudah dijelaskan dalam BAPPETI No. 11 tahun 2022 (Penetapa Daftar
Aset Kripto Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto), Peraturan Bappeti No. 2 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappeti No. 5
Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)
di Bursa Berjangka. Aset Tokocrypto resmi diolah oleh pihak yang bekerja dan bekerja sama
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dengan Treasury atas izin BAPPETI No. 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 tanggal 18
November.

Kata Kunci: perlindungan hukum, investasi, cryptocurrency

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi salah satu kemajuan peradaban, dan tidak lepas
dari kemajuan suatau negara salah satunya Indonesia. Perkembangan dan kemajuan ini menjadi
pengaruh akan perubahan suatau hal, seperti transaksi dalam sehari-hari yang mampu
dilakukan tanpa melalui bentuk fisik nyata,namun dengan digitalisasi, yang berevolusi dari
bentuk fisik mata uang bisa dilakukan melalui e-mony.(S N Aini, 2023) Oleh karena itu,transaksi
mulai dilakukan secara online dalam penjualbeliannya dengan seiring perkembangannya. Ini
tentang mata uang digital sebagai alat untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset.
Mengubah mata uang menjadi format online melancarkan perdaganan komoditas dan aset.
Perubahan ini terlihat pada perkembangan modern dalam bentuk investasi, mulai dari
perdagangan surat berharga hingga perdagangan berjangka komoditas. Hal tersebut didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Mengenai Perubahan Terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Selanjutnya adalah
Perdagangan Berjangka semua yang berhubungan dengan perdagangan komoditi dan margin
yang diatur oleh Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif
lainnya”. (S N Aini, 2023) Selain itu, beberapa orang kehilangan pekerjaan karena pandemi
COVID-19 dan oleh karena itu mencari informasi tentang investasi digital, khususnya investasi
kripto. Namun, calon investor yang baru mulai berinvestasi dalam mata uang kripto
menghadapi kesulitan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Mulai dari
ketidaktahuan mengenai peraturan investasi mata uang virtual, ketidaktahuan mengenai dasar
dan kepastian hukum dalam melakukan investasi mata uang virtual, hingga tahap-tahap
melakukan investasi mata uang virtual. Banyak orang yang hanya punya uang dan tidak tahu
apa-apa, sehingga menderita kerugian. Kerugian tersebut antara lain kurangnya pengetahuan
dan pembohongan oleh faksi tertentu yang mewakili platform pertukaran mata uang virtual
yang tidak memiliki izin beroperasi. Industri digital telah meningkat ke level tertinggi seiring
dengan era pandemi yang berarti ketakutan global, pertemuan fisik dengan orang-orang, dan
interaksi yang erat. Industri TI memang sedang menyaksikan percepatan yang pesat seiring
dengan banyaknya perusahaan dan organisasi yang bersaing dengan tren digitalisasi dalam
melakukan transaksi bisnis dan pada akhirnya dapat bertahan bahkan di masa-masa sulit.
Kemerosotan ekonomi global telah menyebabkan masyarakat membatasi pengeluaran mereka.
Menabung dengan hati-hati dan berinvestasi di tempat yang menurut mereka memiliki risiko
paling minim. Obligasi adalah salah satu investasi yang paling tidak beresiko, dan banyak
orang memilih untuk menaruh uang mereka di tempat yang paling aman. (Muhammad Alhadi
Murizqy dan Rianda Dirkareshza, 2022) Cryptocurrency menggunakan kesepakatan yang
menggunakan sistem pembayaran baru dan uang digital sepenuhnya. Ini adalah jaringan
pembayaran yang sepenuhnya dikerahkan oleh pengguna tanpa otoritas pusat atau perantara,
dan mefungsikan blockchain sebagai sistem blockchain, atau buku besar terdistribusi untuk
mencatat semuanya. Transaksi yang terjadi. Dengan semakin canggihnya kegiatan
perekonomian, kebutuhan akan sumber pendanaan bagi kegiatan usaha semakin meningkat,
dan keberadaan mata uang virtual menyebabkan semakin besarnya antusiasme untuk
berinvestasi pada aset mata uang virtual yang dapat dengan cepat menghasilkan keuntungan
yang sangat tinggi. Manfaat yang mereka peroleh. Banyak orang tidak menyadari risikonya
tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Risiko dan manfaat dari mata uang kripto ini
sangat besar. Tak heran jika banyak orang yang kehilangan uang puluhan bahkan ratusan juta
dan banyak pula yang tertipu dengan koin-koin yang dianggap palsu. (Agung Gilang Prayoga dan
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Nanang Nanang, 2022) Aplikasi Kripto adalah alat transaksi jual beli aset kripto serta
menukarkan kripto yang satu dengan kripto lainnya. Tokocrypto adalah platform aplikasi legal
yang berpusat di Singapura dengan badan hukum Bernama PT di Indonesia. Tokocrypto
menyediakan platform jual beli aset digital secara mudah, aman, dan instan yang sudah
diresmikan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan nomor
001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 untuk pendaftaran sebagai calon spot trader aset kripto.
Meskipun aplikasi Tokocrypto resmi terdaftar dalam BAPPEBTI, tetapi masih banyak
pengguna yang merugi dalam berinvestasi melalui Tokocrypto. Hal tersebut sering kali terjadi
disebabkan kurangnya pemahaman atau kurangnya pengalaman dalam investasi kripto. Para
investor baru pun banyak yang tidak mengetahui sistematis yang sudah ditetapkan oleh aplikasi
Tokocrypto, salah satu yang sering terjadi adalah mengenai pertanggungjawaban oleh pihak
Tokocrypto apabila para investor mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak
Tokocrypto.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah
yang diambil yaitu: 1.)Bagaimana bentuk pengaturan terkait jual beli aset kripto di Indonesia
2.)Bagaimana hukum melindungi investor yang menggunakan Tokocrypto sebagai perangkat
investasi.

METODE

Pada penelitian kali menggunakan jenis penilitian hukum normatif, dengan
penghimpunan hukum-hukum dengan tujuan mampu mendapatkan peraturan hokum tentang
permasalahan tersebut, supaya mendapatkan teori yang dapat memecahkan permasalahan.
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001), dengani pendekatan perundang-undangan (state
approach) menggunakan cara menelaah pertanggungjawaban pihak petugas hukum terkait keamanan
pengguna dan pengusaha yang tidak bertanggungjawab. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan hukum sebagai bahan kajian dalam masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Terkait Jual Beli Aset Kripto di Indonesia

Berdasarkan hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku II
bahwa terkait perjanjian aturan tentang perjanjian jual-beli yang disusun dalam pasal 1457
hingga 1540 KUHPerdata. Pasal 1457 memberikan esensi tentang jual beli yang mana
dikatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah
di perjanjikan”.¢ A Adisasmita et al,2023)

Yang dimaksud dengan ‘meyerahkan suatu kebendaan’ dalam pengertian Pasal 1457
KUHPerdata tersebut diatas dapat berarti bahwa peralihan (pemindahan) hak milik atas benda
yang diperjual belikan. Penyerahan yang dimaksud harus diserahkan secara hukum.
Pembayaran harga berarti pemindahan nilai barang yang digunakan saat ini melalui alat tukar,
yaitu dalam bentuk uvang. (Daffa Danendra et al. 2023)

Adapun secara umumnya komunitas merupakan aset atau kekayaan secara fisik atau
nyata yang dapat mencukupi kehidupan yang dikelola dalam skala jumlah yang besar dan
bersifat sepadan, yang berarti bahwa unit-unit individual dapat dipertukarkan sepenuhnya.
Barang Digital atau kriptografi dari sistem blockchain dapat diklasifikasikan sebagai hak atau
kepentingan, dan oleh karena itu termasuk dalam kategori Komoditi dalam UndangUndang
No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Menyusul terbitnya peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun
2023, Perdagangan fisik kekayaan ataupun aset crypto yang dilakukan jual beli aset crypto
wajib melaksanakan pendaftaran ke BAPPEBTI dan melengkapi atau memenuhi persyaratan
mengenai mitigasi risiko, permodalan, sistem Informasi dan lainnya. BAPPEBTI akan
melakukan evaluasi dalam waktu satu tahun. Sehingga jika hal itu atau persyaratannya
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terpenuhi maka mereka memiliki hak dalam pengajuan permohonan izin Adapun pedagang

fisik asli itu yang sah melalui kelengkapan atau pemenuhan pers Persyaratan tambahan yang

lebih intens atau ketat. (Amalia Syauket, 2022)

Perkembangan mata uang kripto di Indonesia selanjutnya ialah dengan hadirnya aturan
pajak kripto yang berlaku pada 1 Mei 2022 melalui peraturan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan. (Kementerian Keuangan, 2022). Dalam peraturan tersebut secara
resmi mengenakan pajak pada transaksi aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple dan
beberapa aset kripto lainnya yang telah secara resmi legal di Indonesia.

Ketentuan jual beli aset kripto di Imdonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan,
diantaranya:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset) Dijelaskan di
dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Dalam Pasal 1 menjelaskan “Aset Kripto (Crypto Asset)
ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang
diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Pasal 2 menjelaskan “Pengaturan lebih lanjut
mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan
Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan,
pengawasan dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi.” (Florina Simona Burta, 2018)

Aturan dari Permendag ini membuat Kripto bukan lagi sebagai mata uang, akan tetapi
sebagai aset kripto yang termasuk ke dalam Komoditi yang dapat diperdagangkan.
Selanjutnya segala ketentuan dari aset kripto baik penetapan kebijakan dan pengawasan
menjadi kewenangan dari Bappebti.

2. Meninjau pada PBPPBK (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
bagian Nomor 13 Tahun 2022 Bahwa Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8
Tahun 2021 Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto
(Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7, ayat 8, dan ayat 9
sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 dijelaskan “Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya
disebut Aset Kripto adalah komuditas yang tidak terlihat atau kasat mata yang terwujud
dengan digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar
yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan
mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Pada Pasal 1 ayat 8 dijelaskan
“Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala
Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas
nama sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto”. Berdasarkan Pasal 1 ayat 9
dijelaskan “Calon Pedagang Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh tanda daftar
dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset
Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto selama
Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto belum
terbentuk”™. (Feby Sri Yelvita, 2022).

Demi keamanan dan kenyamanan, maka para Pedagang Aset Kripto ketika ingin
mendapatkan persetujuan untuk memfasilitasi transaksi para pelanggan aset kripto wajib
memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam Pasal 14, diantaranya:

a. Setoran modal minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

b. Adapun secara minimal takni Rp50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah), untuk
memepertahankan adanaya ekuitas

c. terhadapa struktur organisasi yang meliputi Divisi Accounting dan Finance, Divisi
Legal, Divisi Audit, Divisi Informasi Teknologi, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset
Kripto dan Divisi Client Support
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d. Adanya manifestasi pengelolaan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang
berkaitan dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang dilakukan
melalui perdagangan online

e. Adanya perdagangan prosedur (trading rules)

f. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan minimala mengatur tentang:

1) Bentuk pemasaran (jual) dan penerimaan ( beli) Pelanggan Aset Kripto
2) Terjadinya transaksi
3) Pengendalian dan pengawasan internal
4) Perselisahan pelanggaranaset Kripto yang diselesaikan; dan
5) Terdapat implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan dana
terorisme (APU-PPT) serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massa
g. Adanya sertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) yang
didapatkan oleh pegawai atau memiliki hubungan kerja sama dengan lembaga yang
memiliki pegawai yang bersertifikasi CISSP
h. Adanya kelulusan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon anggota
komisaris, direksi, pemegang saham yang menjadi Pengendali atau Pemilik Manfaat
(Beneficial Owner)
i. Data lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini. (Feby Sri
Yelvita, 2022)

3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022
tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
Dijelaskan dalam Pasal 1 “Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset
Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang
daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang
diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”. Bappebti tidak hanya sekedar membuat
kebijakan mengenai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagai tempat terjadinya transaksi
aset kripto, melainkan juga mengatur aset kripto yang diperdagangkan.

4. Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 dari penggantian Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1:

a. Perdagangan Komoditi adalah jual beli melewati margin dan penuntasan yang
berlandaskan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif
lainnya.

b. Komoditi yaitu segala bentuk penjualan dan keperluan lainnya yang efektif dari
komoditas supaya bisa diperjualbelikan dan menjadi materi Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

UU No. 10 Tahun 2011 mengatur mengenai jual dan beli atas komoditi yang dapat
ditarik marginnya dengan penyelesaian dengan kontrak, berkesesuaian dengan
permendagri No. 99 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa crypto diklasisfikasikan sebagai
komoditi, maka jual beli mengenai crypto juga diatur dan berarti jual beli crypto sebagai
komoditi mengikuti uu No. 10 Tahun. 2011.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4, Bursa Berjangka adalah koordinator yang mengatur dan
menyiapkan prosedur kegiatan perdagangan Komoditi yang menganut Kontrak Berjangka
dan Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Berdasarkan Pasal 18 Bursa Berjangka berwenang:

a. Menyelenggarakan ulasan dan uji coba pada limitasi calon anggota dan menentukan
kelulusan anggota dari Anggota Bursa Berjangka;

b. melaksanakan koordinasi dan menetapkan metode dalam sistem penetapan
pembayaran akhir yang dikonfirmasikan dengan Lembaga Kliring Berjangka;

c. Menentukan kualifikasi minimum keuangan dan reportase bagi Anggota Bursa
Berjangka;
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d. melaksanakan inspeksi aktifitas dan pemeriksaan inventarisasi dan catatan Anggota
Bursa Berjangka secara teratur dan ketika diperlukan

e. Menentukan anggaran bagi anggota dan anggaran lain

f. melaksanakan reaksi yang dirasa harus dilakukan guna mengamankan transaksi dan
pencegahan manipulasi harga Kontrak Berjangka dan Derivatif Syariah, atau Kontrak
Derivatif lainnya.

g. Menetapkan prosedur penuntasan laporan dan konflik yang berhubungan dengan
transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif
lainnya

h. Menetapkan dan melapotkan kepada Buppeti tentang tahapan-tahapan penjaminan tata
cara transaksi Kontrak Berjangka dan Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif
lain.

i. Perolehan informasi transaksi yang dikelola Lembaga Kliring Berjangka, seperti
transaksi Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Pedagang Penyelenggara

5. Peraturan Bank Indonesia

Pemakaian mata uang kripto sebagai sarana pembayaran disusun oleh PBI No.
23/9/2021 terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PTF), aturan ini mengurus PTF
tidak boleh beraktivitas. “Dapat dikatakan, bahwa nasabah atau konsumen pemakai dari
jasa tersebut, sudah pasti tidak bisa mempergunakan mata uang kripto untuk media
pembayaran, karena sudah dijelaskan dalam aturan diatas bahwasannya penyedia dari
jasanya sudah dilarang. Dalam hal ini tidak hanya jasanya yang dilarang namun secara
tidak langsung penggunaan jasa kripto sbagai alat pembayaran juga dilarang. Tetapi jika
nantinya perbuatan tersebut tetap terjadi maka penggunaan pembayaran dengan kripto
yang melibatkan teknologi finansial serta penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, maka
akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku”. (X-ray Diffraction
Crystallography, 2016). “Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual-Beli Aset Kripto
Secara garis besar, terdapat 3 pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli aset kripto,
yaitu:”

a. “Pedagang fisik aset kripto, yakni pihak yang telah memperoleh persetujuan dari
Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset
kripto, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto.”

b. “Pelanggan aset kripto, yakni pihak yang menggunakan jasa pedagang fisik aset
kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset
kripto.”

c. “Pengelola tempat penyimpanan aset kripto, yakni pihak yang telah memperoleh
persetujuan dari kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan aset kripto
dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau
penyerahan aset kripto.”

Pedagang aset kripto harus mendaftar dan mematuhi persyaratan tertentu. Selain aset
kripto, terdapat mata uang kripto dan Kementerian Keuangan telah menerapkan aturan
pajak untuk aset kripto yang sah secara hukum di Indonesia. Peraturan ini mengubah aset
kripto menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dengan regulasi
dan pengawasan oleh Bappebti. Para pedagang aset kripto harus memenuhi sejumlah
persyaratan, termasuk memiliki modal yang cukup, struktur organisasi, sistem
perdagangan online, dan proses anti pencucian uang serta inhibisi pendanaan terorisme.
Bappebti juga mengatur daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar barang
substansi kripto. Dengan adanya peraturan dan perubahan dalam peraturan hukum,
substansi kripto telah diatur dengan lebih ketat di Indonesia, yang mencerminkan
pertumbuhan industri kripto di negara ini.
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Hukum yang Mengatur Perlindungan Pengguna Tokocrypto Sebagai Sarana Investasi

“Platform Tokocrypto adalah platform aset kripto yang terdiri dari berbagai daftar aset
kripto dan harganya, yang dapat diakses oleh pelanggan melalui platform perdagangan aset
kripto di Tokocrypto. Mengenai layanan Tokocrypto yang akan dipergunakan pelanggan sesuai
dengan ketentuan pada Syarat dan Ketentuan yang telah disetujui oleh pelanggan dan dianggap
telah mengerti dan memahami serta bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin
timbul sehubungan dengan pelanggan layanan Tokocrypto termasuk manfaat, resiko, dan
biaya-biaya yang melekat layanan dan layanan. Berikut adalah aturan perdagangan yang
mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan melalui platform perdagangan aset
kripto ini.”

1. Kurangnya garansi dari layanan Tokocrypto dikarenakan kendala jaringan atau sistem
lainnya.

2. Persetujuan pelanggan dalam menggunakan layanan dengan baik dan tangggung jawab,
serta tidak ada pertentangan terhadaap hukum, undang undang serta pertauran berlaku
lainnya di wilayah RI.

3. Pemberian penjelasan dan keterangan tentang ketentuan dan syarat yang disetujui
pelanggan sehingga pelanggan harus menerima konsekuensi-konsekuensi yang muncul
dari Tokocrypto.

4. Persetujuan secara tertulis pelanggan atas kesediaan untuk mengolah informasi dan data-
data baik untuk keperluan pribadi melewati sarana-sarana yang diperbolehkan secara
hukum dan terkait pemasaran produk baik dari Tokocrpto sendiri ataupun pihak-pihak
yang bekerja sama dengan Tokocrypto.

5. Pelanggan menyetujui bahwa Tokocrypto tidak bertanggung jawab atas kerugian dan
tuntutan yang timbul karena sesuatu dalam Tokocrypto tersebut.

“Tokocrypto menjamin dalam menjalankan operasional bisnis tidak ada aktivitas yang
membahayakan dana nasabah. Seluruh aset kripto yang dimiliki nasabah dikelola sepenuhnya
oleh Tokocrypto dan selalu diaudit secara menyeluruh oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Tokocrypto kemudian akan memberikan laporan secara transparan dan rutin kepada Bappebti.
(Bianda Ludwianto, 2022) Tokocrypto juga menggunakan praktik pengumpulan,
penyimpanan, dan pengolahan data yang sesuai untuk melindungi dari akses yang tidak sah,
pengubahan, pengungkapan, atau penghancuran informasi pribadi, nama pengguna, kata sandi,
informasi transaksi, dan data yang disimpan di Situs kami. Pertukaran data sensitif dan pribadi
antara situs dan penggunanya terjadi melalui saluran komunikasi SSL yang aman (secure) dan
dienkripsi serta dilindungi dengan tanda tangan digital. (Tokocrypto Official, 2023)”.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Tokocrypto kepada investor secara hukum
berkaitan dengan Peraturan BAPPEBTI. BAPPEBTI memberikan peraturan secara khusus,
seperti cara berhubungan dengan investor dan aturan yang harus dilaksanakan oleh pelaku
usaha. Namun, meskipun belum ada perlindungan investor secara umum, BAPPEBTI telah
mempunyai peraturan bagi perusahaan untuk memperlakukan investor. (Amalia Yunia
Rahmawati, 2023)

“Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi memberi kepastian hukum soal aset kripto di
Indonesia. Terdapat peraturan tertulis yang melegalkan perdagangan komoditas digital seperti
aset kripto, di antaranya:”

Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar
Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Perdagangan Aset Kripto harus memperhatikan:

a. Prinsip-perinsip pengelolaan perusahaan yang berasas pada kepentingan Anggota Bursa
Berjangka, Pedagang Fisik Aset kripto, dan Pelanggan Aset Kripto supaya menghasilkan
harga yang standar.
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b. Pasar Fisik Aset Kripto sebagai alat pengelolaan harga yang transparan, media serah
terima barang, dan referensi harga di Bursa Berjangka.

c. ketetapan hukum perlindungan Pelanggan Aset Kripto .

d. Sebagai fasilitas adanya inovasi, tumbuh kembang pertumbuhan, aktivitas usaha
perdagangan fisik Aset Kripto.

OJK juga ikut andil dalam perlindungan hukun investor atas Dugaan Investasi Fiktif
dengan mengadakan sosialisasi wawasan penginvestasian yang ditawarkan oleh pihak-pihak
ilegal dan penanaman program pencegahan melawan hukum berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep- 208/BL/2007 yang disahkan pada tanggal Juni 2007, dan
ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Bappepam-LKNomor:Kep-124/BL/2012 yang
disahkan pada tanggal 19 Maret 2012, dengan didirikan Satuan Tugas Penanganan Dugaan
Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi.

“Cryptocurrency sebagai aset digital dengan fungsi sebagai komoditas dan juga
memiliki kaitan terhadap keputusan-keputusan dari Bapebpti mengingat cryptocurrency sudah
dilakukan penetetapan sebagai sebuah objek yang bisa diperdagangkan pada bursa berjangka
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018
tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau Crypto Asset. (El-
Mujtama, 2023)”

Layanan Tokocrypto akan diberikan ketika pelanggan telah menyetujui ketentuan dan
peraturan yang diajukan dengan persetujuan tertuis sehingga pelanggan telah dianggap
mengerti dan sepakat akan manfaat dan resiko yang akan didapatkan sesuai peraturan
BUPPETI yang menentukan hukum dan perlindungan investor melalui Peraturan Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan OJK dalam Perlindungan
Hukum bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah para investor kripto masih belum menggunakan kripto untuk
penukaran mata uang, akan tetapi menggunakan kripto untuk berinvestasi. Perlindungan
Hukum untuk investor sudah diatur oleh BAPPEBTI.
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